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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan 

terhadap tingkat kriminalitas di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2022. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

data panel dan metode regresi Fixed Effect Model (FEM), hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yang menandakan bahwa pertumbuhan yang tidak merata dapat meningkatkan tekanan sosial. 

Sementara itu, tingkat pengangguran justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas, diduga karena peran kuat jaringan sosial, 

bantuan pemerintah, serta dominasi sektor informal di Aceh. Ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kriminalitas. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual. 

Dengan memperkuat modal sosial, memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak, dan memastikan pemerataan hasil pembangunan, hasil penelitian 

ini dapat menjadi dasar untuk menurunkan angka kriminalitas sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh melalui terciptanya rasa 

aman, stabilitas sosial, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Kriminalitas; Pertumbuhan Ekonomi; Pengangguran; Ketimpangan Pendapatan; Paradoks Sosial. 

 
Abstract. This study aims to analyze the influence of economic growth, unemployment rate, and income inequality on crime rates across 23 

regencies/cities in Aceh Province during the 2020–2022 period. Using a quantitative approach with panel data and the Fixed Effect Model (FEM) 

regression method, the results show that economic growth (measured by GRDP per capita) has a positive and significant effect on crime rates, indicating 

that uneven growth can increase social tension. Meanwhile, the unemployment rate has a negative and significant effect on crime, possibly due to the strong 

role of social networks, government assistance, and the dominance of the informal sector in Aceh. Income inequality (measured by the Gini Ratio) was 

found to have no significant effect on crime levels. These findings provide critical insights for designing more inclusive, equitable, and context-specific 

development policies. By strengthening social capital, expanding access to decent employment, and ensuring equitable development outcomes, the results of 

this study offer a strategic foundation for reducing crime rates while improving the quality of life in Aceh through enhanced public safety, social stability, 

and sustainable well-being. 
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Pendahuluan 
 
Era globalisasi membawa perubahan besar 
dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk 
ideologi, sosial, ekonomi, seni, etika, dan moral. 
Perubahan ini tidak hanya menghasilkan 
dampak positif, tetapi juga negatif, terutama 
terkait dengan perilaku manusia. Penelitian 
yang dilakukan oleh Putra et al. (2020) 
menunjukkan bahwa perubahan ini 
mempengaruhi perilaku individu, yang dalam 
beberapa kasus dapat memicu tindakan 
kriminal. Kriminalitas, yang berasal dari kata 
"crime" yang berarti kejahatan atau tindak 
kriminal, dapat dilakukan oleh individu, 
kelompok, atau komunitas yang melanggar 
hukum dan menimbulkan kerugian secara 
psikologis maupun ekonomi (Aditama, 2021). 
Tindak kriminal seperti pencurian, 
perampokan, penodongan, dan pembegalan 
sering terjadi di masyarakat, baik secara sadar 
maupun tidak sadar, dan dapat berakibat pada 
korban jiwa. Peningkatan angka kriminalitas 
diyakini dipengaruhi oleh berbagai faktor 
ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, 
kemiskinan, dan kepadatan penduduk. 
Penelitian Silvia & Ikhsan (2021) menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara 
atau wilayah dapat diukur dengan indikator 
seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Meskipun di Provinsi Aceh terdapat beberapa 
indikator ekonomi yang mengarah pada potensi 
pertumbuhan, pengangguran tetap menjadi 
masalah utama yang membutuhkan perhatian 
serius.  
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh 
pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,56% pada 
bulan Februari dan sedikit meningkat menjadi 
5,75% pada bulan Agustus. Meskipun angka ini 
fluktuatif, tingginya tingkat pengangguran 
mencerminkan kesenjangan antara jumlah 
pencari kerja dan ketersediaan lapangan 
pekerjaan yang ada. Ketidakmampuan dalam 
menyerap tenaga kerja secara maksimal dapat 
memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, 
yang pada gilirannya meningkatkan ketegangan 
sosial dan berpotensi memacu kenaikan angka 
kriminalitas di wilayah tersebut (BPS, 2024). 
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya 

memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi, 
seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat 
pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, 
mempengaruhi tingkat kriminalitas di Provinsi 
Aceh. Dengan mengetahui hubungan tersebut, 
diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang 
efektif untuk mengurangi angka kriminalitas 
melalui peningkatan kondisi ekonomi dan 
sosial. Penelitian ini juga memiliki manfaat 
signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi 
masyarakat, hasil penelitian ini dapat 
memperluas pemahaman mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, 
sehingga meningkatkan kewaspadaan dan 
kesadaran akan pentingnya pembangunan 
ekonomi yang merata. Bagi pemerintah, temuan 
penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam 
merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk 
mengatasi pengangguran dan ketimpangan 
pendapatan, yang pada akhirnya berkontribusi 
pada pengurangan angka kriminalitas dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk 
menguji pengaruh variabel ekonomi terhadap 
kriminalitas, tetapi juga untuk mengungkap 
dinamika sosial yang dapat menimbulkan 
paradoks antara teori ekonomi dan realitas 
sosial di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah 
dalam merancang kebijakan ekonomi dan sosial 
yang lebih tepat guna dalam mengurangi angka 
kriminalitas. 
 
 

Tinjauan Literatur 
 
Hubungan Ekonomi dan Kriminalitas 
Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow 
yang dijelaskan dalam penelitian Purwanti & 
Widyaningsih (2019), faktor-faktor seperti 
investasi, tabungan, dan pertumbuhan populasi 
berperan penting dalam menentukan tingkat 
output ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi 
investasi dan tabungan, semakin besar pula 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat 
tercapai. Namun, dalam konteks kriminalitas, 
teori ini perlu dikombinasikan dengan teori 
ekonomi kejahatan oleh Becker (dalam Elías et 
al., 2019), yang menyatakan bahwa individu 
akan memilih untuk melakukan tindakan 
kriminal apabila hasil yang diperoleh lebih besar 
dibandingkan dengan potensi kerugian, baik 
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dalam bentuk hukuman maupun risiko lainnya. 
Penelitian Silvia & Ikhsan (2021) menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, 
yang dapat diukur melalui Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), mencerminkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Ketika PDRB 
meningkat, pendapatan masyarakat cenderung 
lebih stabil, yang akan mengurangi 
kemungkinan seseorang terlibat dalam tindakan 
kriminal. Namun, apabila pertumbuhan 
ekonomi tidak merata, ketimpangan 
pendapatan dapat memperburuk situasi sosial 
dan meningkatkan tingkat kriminalitas. 
 
Pengangguran dan Kriminalitas 
Pengangguran sering dikaitkan dengan 
peningkatan angka kriminalitas. Menurut 
Saputra (2023), individu yang menganggur 
memiliki peluang yang lebih sedikit untuk 
mendapatkan penghasilan yang sah, sehingga 
tekanan ekonomi dapat mendorong mereka 
untuk mencari alternatif melalui aktivitas ilegal. 
Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dapat 
memperburuk ketegangan sosial dan 
mengurangi kohesi sosial dalam masyarakat, 
yang pada akhirnya meningkatkan potensi 
terjadinya tindakan kriminal. Penelitian lain 
oleh Kasim & Hendra (2023) juga 
menunjukkan bahwa pengangguran yang 
berkepanjangan dapat menyebabkan frustrasi 
sosial yang akhirnya memicu tindak kriminal, 
baik dalam bentuk pencurian, perampokan, 
atau kejahatan lainnya. Oleh karena itu, 
pengurangan tingkat pengangguran dapat 
menjadi salah satu strategi utama dalam 
menekan angka kriminalitas di suatu wilayah. 
 
Ketimpangan Pendapatan dan Kriminalitas 
Ketimpangan pendapatan semakin 
mendapatkan perhatian dalam studi ekonomi 
dan sosial. Penelitian oleh Syarifah & Hasri 
(2024) menunjukkan bahwa kesenjangan 
pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan 
ketidakpuasan sosial, yang pada gilirannya 
meningkatkan tingkat kriminalitas. 
Ketimpangan ekonomi yang signifikan dapat 
menyebabkan individu yang berada di lapisan 
bawah merasa termarjinalkan, sehingga mereka 
menjadi lebih rentan melakukan tindakan 
kriminal sebagai bentuk perlawanan sosial atau 
untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam 
penelitian Wahyu et al. (2021), dijelaskan bahwa 

pada periode 2014-2019 di Pulau Jawa, 
ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama 
yang berkontribusi pada peningkatan tingkat 
kriminalitas dibandingkan dengan faktor 
lainnya. Penting bagi pemerintah daerah untuk 
tidak hanya fokus pada peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan 
bahwa distribusi pendapatan dilakukan secara 
adil untuk mengurangi ketimpangan dan 
menekan angka kriminalitas. 
 
Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, hipotesis 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif terhadap tingkat kriminalitas di 
Kabupaten/Kota Aceh. 

H2: Tingkat pengangguran berpengaruh 
positif terhadap tingkat kriminalitas di 
Kabupaten/Kota Aceh. 

H2: Ketimpangan pendapatan berpengaruh 
positif terhadap tingkat kriminalitas di 
Kabupaten/Kota Aceh. 

 
Dengan menguji hipotesis-hipotesis ini, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi terhadap pemahaman tentang faktor-
faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap 
tingkat kriminalitas di Aceh, serta memberikan 
rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi 
pemerintah daerah. 
 
 

Metodologi Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data 
panel yang mencakup 23 kabupaten/kota di 
Provinsi Aceh selama periode 2020–2022. Data 
sekunder yang digunakan diperoleh dari 
publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) 
Aceh, yang mencakup indikator pertumbuhan 
ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat 
pengangguran, dan tingkat kriminalitas. Data 
yang telah dikumpulkan disusun dalam format 
panel data, yang menggabungkan data time-
series (tahun 2020-2022) dan cross-section dari 
23 kabupaten/kota, yang memungkinkan 
analisis yang lebih komprehensif. Analisis 
dilakukan dengan metode regresi data panel 
karena metode ini menggabungkan dimensi 
lintas waktu dan lintas entitas, sehingga 
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menghasilkan estimasi yang lebih efisien dan 
informatif. Model ini digunakan untuk 
menganalisis pengaruh variabel ekonomi 
terhadap tingkat kriminalitas antar daerah dan 
antar waktu. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah tingkat kriminalitas, yang 
diukur berdasarkan jumlah kasus kriminal per 
100.000 penduduk per tahun. Variabel 
independen terdiri atas pertumbuhan ekonomi 
yang diukur dengan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) per kapita, tingkat 
pengangguran yang diukur dengan persentase 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan 
ketimpangan pendapatan yang diukur 
menggunakan Indeks Gini. Sebelum melakukan 
estimasi model, dilakukan uji asumsi klasik 
untuk memastikan keandalan model, meliputi 
uji multikolinearitas dengan Variance Inflation 
Factor (VIF), uji heteroskedastisitas dengan 
Breusch-Pagan test, uji autokorelasi 
menggunakan Durbin-Watson test, serta uji 
normalitas residual dengan Jarque-Bera test. 
Setelah semua uji asumsi klasik dilakukan dan 
tidak ditemukan pelanggaran signifikan, 
estimasi model dilakukan menggunakan teknik 
Fixed Effects Model (FEM) atau Random 
Effects Model (REM), yang dipilih berdasarkan 
hasil uji Hausman. 
 
 

Hasil dan Pembahasan 
 
Hasil 
Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif menunjukkan adanya variasi 
yang signifikan antar kabupaten/kota di 
Provinsi Aceh terhadap keempat variabel yang 
diteliti, yaitu pertumbuhan ekonomi (PDRB 
ADHK), tingkat pengangguran (TPT), 
ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), dan 
tingkat kriminalitas. Rata-rata PDRB ADHK 
sebesar 5.872,785 dengan standar deviasi 
4.300,539, yang mencerminkan adanya 
disparitas ekonomi yang besar antar wilayah. 
Tingkat pengangguran di Aceh berkisar antara 
1,10% hingga 11,50%, dengan rata-rata 5,33%, 
yang menunjukkan adanya perbedaan kondisi 
ketenagakerjaan yang cukup mencolok di 
masing-masing daerah. Sementara itu, 
ketimpangan pendapatan relatif rendah, dengan 
rata-rata Rasio Gini sebesar 0,288, yang 
menunjukkan distribusi pendapatan yang 

cenderung merata. Tingkat kriminalitas juga 
mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan 
nilai minimum sebesar 78 kasus dan maksimum 
550 kasus per 100.000 penduduk, serta rata-rata 
sebesar 216,72 kasus. Perbedaan yang tajam 
dalam tingkat kriminalitas antar kabupaten/kota 
selama periode penelitian mencerminkan 
adanya ketidakmerataan dalam tingkat 
keamanan di wilayah tersebut. Disparitas yang 
tinggi pada PDRB ADHK mengindikasikan 
bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata di 
seluruh wilayah Aceh, yang berpotensi 
menciptakan ketimpangan pembangunan dan 
meningkatkan tekanan sosial-ekonomi antar 
daerah. Variasi yang besar pada tingkat 
pengangguran menunjukkan perbedaan 
kemampuan daerah dalam menciptakan 
lapangan kerja, yang berkontribusi pada 
ketegangan sosial dan meningkatkan potensi 
tindakan kriminal. Meskipun ketimpangan 
pendapatan terbilang rendah secara 
keseluruhan, tingginya variasi angka kriminalitas 
menunjukkan bahwa faktor lain di luar 
distribusi pendapatan turut berperan dalam 
mendorong timbulnya kejahatan. Temuan awal 
ini mengindikasikan bahwa faktor pertumbuhan 
ekonomi dan pengangguran memiliki peranan 
yang lebih dominan dalam memengaruhi tingkat 
kriminalitas dibandingkan ketimpangan 
pendapatan, khususnya dalam konteks Provinsi 
Aceh. 
 
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 
 
Sebelum melakukan regresi data panel, 
dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan 
keabsahan model. 
 

 
Gambar 1. Uji Normalitas 
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Uji normalitas dilakukan untuk memastikan 
bahwa residual dari model regresi terdistribusi 
normal, yang merupakan salah satu asumsi 
klasik dalam regresi linear. Dalam penelitian ini, 
uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan Jarque-Bera, yang dilakukan pada 
69 observasi. Hasil uji menunjukkan nilai 
Jarque-Bera sebesar 3,308958 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,1912. Karena nilai 
probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat 
signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa 
residual model berdistribusi normal. Distribusi 
histogram residual menunjukkan pola yang 
simetris, menyerupai distribusi normal (bell-
shaped). Nilai skewness sebesar -0,520997 dan 
kurtosis sebesar 2,744698 juga menunjukkan 
bahwa sebaran residual mendekati distribusi 
normal ideal, dengan nilai skewness mendekati 
0 dan kurtosis mendekati 3. Dapat disimpulkan 
bahwa asumsi normalitas dalam model regresi 
ini telah terpenuhi, yang mengindikasikan 
bahwa estimasi regresi dapat dianggap valid 
dari sisi distribusi residual. Temuan ini sejalan 
dengan hasil penelitian Ntamwiza (2020), yang 
menyatakan bahwa uji Jarque-Bera efektif 
dalam mendeteksi penyimpangan distribusi 
residual dalam regresi panel data, dan dapat 
dijadikan dasar dalam validasi model sebelum 
analisis lebih lanjut dilakukan. Selain itu, 
menurut Li (2024), distribusi residual yang 
normal memperkuat keandalan estimasi 
parameter dalam model Fixed Effects. 

 
Tabel 2. Uji Autokorelasi 

 
 
Nilai Durbin-Watson sebesar 2.2463 berada di 
antara DU dan 4-DU (1.7015 < DW < 2.2985), 
sehingga tidak terdapat autokorelasi. 

 

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas 

 
 
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan 
bahwa probabilitas masing-masing variabel 
independen adalah sebagai berikut: PDRB 
ADHK sebesar 0,1807, TPT sebesar 0,0846, 
dan Rasio Gini sebesar 0,6806. Karena seluruh 
nilai probabilitas lebih besar dari tingkat 

signifikansi α = 0,05, maka hipotesis nol (H₀) 
diterima, yang berarti tidak terdapat gejala 
heteroskedastisitas dalam model regresi ini. 
Temuan ini konsisten dengan penelitian 
Niyongabo & Zhong (2023), yang menyatakan 
bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 
0,05, maka model tidak mengalami 
heteroskedastisitas. 

 
Tabel 4. Uji Multikolinearitas 

 
 
Nilai korelasi antar variabel independen 
menunjukkan hubungan sebagai berikut: PDRB 
ADHK dan TPT sebesar 0,5131, PDRB 
ADHK dan Rasio Gini sebesar 0,1178, serta 
TPT dan Rasio Gini sebesar 0,3441. Karena 
seluruh nilai korelasi berada di bawah ambang 
batas 0,80, dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat multikolinearitas dalam model regresi 
ini. 
 
Regresi Data Panel 
Berdasarkan hasil uji Chow, LM, dan Hausman, 
model terbaik untuk menjelaskan pengaruh 
variabel independen terhadap tingkat 
kriminalitas adalah model Fixed Effect Model 
(FEM). Model ini mempertimbangkan 
perbedaan karakteristik spesifik setiap daerah 
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(cross-section), sehingga menghasilkan estimasi 
yang lebih akurat dibandingkan dengan model 
Common Effect Model (CEM) maupun Random 
Effect Model (REM). 
 

Tabel 5. Hasil Estimasi Fixed Effect Model 

 
 
Kesimpulan hasil estimasi regresi dengan Fixed 
Effect Model (FEM) sebagai model terbaik 
(berdasarkan uji LM, Chow, dan Hausman) 
menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi 
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 
kriminalitas di Provinsi Aceh. Model FEM 
dipilih karena mampu mempertimbangkan 
perbedaan karakteristik spesifik antar 
kabupaten/kota (cross-section), yang 
menghasilkan estimasi yang lebih akurat 
dibandingkan dengan model Common Effect 

Model (CEM) atau Random Effect Model (REM). 
Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi, yang diukur dengan PDRB per kapita, 
berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Hal 
ini mengindikasikan bahwa meskipun 
pertumbuhan ekonomi meningkat, 
ketidakmerataan distribusi pertumbuhan antara 
daerah dapat memperburuk ketegangan sosial 
dan meningkatkan tingkat kejahatan. Sebaliknya, 
tingkat pengangguran berpengaruh negatif 
terhadap kriminalitas, yang menunjukkan bahwa 
pengangguran yang tinggi tidak selalu 
berbanding lurus dengan peningkatan angka 
kriminalitas, terutama jika ada dukungan sosial 
dari komunitas dan program pemerintah. 
Sementara itu, ketimpangan pendapatan tidak 
menunjukkan pengaruh signifikan terhadap 
tingkat kriminalitas di Aceh, yang mengarah 
pada kesimpulan bahwa faktor-faktor sosial lain, 
seperti jaringan sosial dan budaya lokal, lebih 
dominan dalam mempengaruhi tingkat 
kejahatan dibandingkan ketimpangan ekonomi. 
Hasil ini memberikan wawasan yang lebih 
mendalam tentang bagaimana dinamika 
ekonomi dan sosial saling berinteraksi dalam 
mempengaruhi perilaku kriminalitas, yang 
penting dalam merumuskan kebijakan 
pembangunan yang lebih efektif dan inklusif. 
 
 

 
Tabel 6. HasilRegresi FEM 

Variabel Independen Koefisien Probabilitas Interpretasi 

C (Intercept) 315.2231 - Konstanta model kriminalitas 

PDRB ADHK 0.0082 0.0009 Berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kriminalitas 

Tingkat Pengangguran 
(TPT) 

-26.0316 0.0000 Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
kriminalitas 

Rasio Gini -28.3539 0.1260 Tidak signifikan secara statistik 

R-squared 0.9996 - 99.96% variasi kriminalitas dijelaskan oleh 
model 

F-statistic 4655.683 0.0000 Model signifikan secara simultan 

Durbin-Watson Statistic 2.2463 - Tidak terdapat autokorelasi 

 
Pembahasan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
tingkat kriminalitas (p = 0,0009). Temuan ini 
bertentangan dengan hipotesis awal (H1: 
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 
terhadap kriminalitas), yang sejalan dengan 

penelitian Sari & Yulianto (2024) yang 
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
seharusnya mengurangi tingkat kriminalitas 
dengan meningkatkan peluang kerja. Namun, 
temuan ini dapat dijelaskan dengan teori bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat 
memperburuk kesenjangan sosial dan 
meningkatkan urbanisasi, yang menciptakan 
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lingkungan yang lebih rentan terhadap 
kejahatan. Hal ini juga didukung oleh penelitian 
Syam & Alam (2024) yang menemukan bahwa 
peningkatan PDB per kapita sering kali 
dikaitkan dengan meningkatnya kejahatan 
properti dan ekonomi. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa tingkat pengangguran 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
tingkat kriminalitas (p = 0,0000), yang 
bertentangan dengan hipotesis awal (H2: 
Tingkat pengangguran berpengaruh positif 
terhadap kriminalitas). Penelitian oleh Dariah 
(2024) menyatakan bahwa tingkat 
pengangguran yang tinggi seharusnya 
meningkatkan kriminalitas, karena individu 
mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar. 
Namun, dalam konteks Aceh, hasil ini mungkin 
dapat dijelaskan oleh beberapa faktor berikut: 
1) Dukungan sosial dan ekonomi dari keluarga 

di daerah dengan tingkat pengangguran 
tinggi, yang mengurangi insentif individu 
untuk melakukan kejahatan. 

2) Program bantuan pemerintah yang efektif 
dalam mengurangi dampak negatif 
pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. 

3) Fenomena underemployment (setengah 
menganggur), yang memungkinkan individu 
tetap memperoleh penghasilan meskipun 
tidak memiliki pekerjaan tetap. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
tingkat kriminalitas (p = 0,0009). Temuan ini 
bertentangan dengan hipotesis awal (H1: 
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 
terhadap kriminalitas), yang sejalan dengan 
penelitian Sari & Yulianto (2024) yang 
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
seharusnya mengurangi tingkat kriminalitas 
melalui peningkatan peluang kerja. Namun, 
hasil ini dapat dijelaskan melalui teori yang 
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
yang tidak merata dapat memperburuk 
kesenjangan sosial dan meningkatkan 
urbanisasi, sehingga menciptakan lingkungan 
yang lebih rentan terhadap kejahatan. Hal ini 
juga sejalan dengan penelitian Syam & Alam 
(2024), yang menemukan bahwa peningkatan 
PDB per kapita sering kali dikaitkan dengan 
meningkatnya kejahatan properti dan ekonomi. 

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat pengangguran berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kriminalitas (p = 
0,0000), yang bertentangan dengan hipotesis 
awal (H2: Tingkat pengangguran berpengaruh 
positif terhadap kriminalitas). Penelitian Dariah 
(2024) menyatakan bahwa pengangguran yang 
tinggi seharusnya meningkatkan tingkat 
kriminalitas, mengingat individu mengalami 
tekanan ekonomi yang lebih besar. Namun, 
dalam konteks Aceh, hasil ini dapat dijelaskan 
oleh beberapa faktor, antara lain: 
1) Dukungan sosial dan ekonomi dari keluarga 

di daerah dengan tingkat pengangguran 
tinggi, yang mengurangi insentif untuk 
melakukan kejahatan. 

2) Program bantuan pemerintah yang efektif 
dalam mengurangi dampak negatif 
pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. 

3) Fenomena underemployment (setengah 
menganggur), yang memungkinkan individu 
tetap memperoleh penghasilan meskipun 
tidak memiliki pekerjaan tetap. 

 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas (p 
= 0,1260), sehingga hipotesis H3 ditolak. 
Temuan ini bertentangan dengan teori ekonomi 
kriminal yang menyatakan bahwa ketimpangan 
pendapatan yang lebih tinggi akan 
meningkatkan kriminalitas karena ketidakadilan 
sosial (Layliya & Restikasari, 2024). Beberapa 
faktor yang dapat menjelaskan hasil ini antara 
lain: 
1) Ketimpangan pendapatan yang relatif rendah 

di Aceh dibandingkan dengan daerah lain, 
sehingga tidak cukup memicu peningkatan 
kriminalitas. 

2) Efektivitas penegakan hukum dan kebijakan 
sosial yang mampu mengurangi dampak 
negatif ketimpangan pendapatan terhadap 
kejahatan. 

3) Dominasi faktor lain seperti pengangguran 
dan pertumbuhan ekonomi, yang lebih 
signifikan dalam menjelaskan tingkat 
kriminalitas dibandingkan ketimpangan 
pendapatan. 

 
Hasil ini sejalan dengan penelitian Armin & 
Idris (2020), Sugiharti et al. (2022, 2023), yang 
menemukan bahwa hubungan antara 
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ketimpangan pendapatan dan kriminalitas tidak 
selalu signifikan, terutama jika faktor sosial 
lainnya turut berperan. Penelitian ini 
memberikan kontribusi signifikan dalam 
berbagai aspek, baik dari sisi teoretis, 
metodologis, maupun praktis. Dari sisi teoretis, 
penelitian ini menunjukkan temuan yang 
berbeda dari teori dan penelitian sebelumnya, 
khususnya dalam hubungan antara 
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, 
ketimpangan pendapatan, dan tingkat 
kriminalitas. Temuan pertama yang menonjol 
adalah hubungan positif antara pertumbuhan 
ekonomi dan kriminalitas. Secara teoritis, 
pertumbuhan ekonomi semestinya 
menurunkan tingkat kriminalitas karena 
membuka lebih banyak kesempatan kerja dan 
meningkatkan kesejahteraan.  
 
Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi 
positif dengan peningkatan kriminalitas. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi 
yang tidak merata, ditambah dengan dominasi 
sektor informal serta dampak urbanisasi yang 
cepat, dapat menciptakan ketidakstabilan sosial-
ekonomi yang mendorong munculnya tindakan 
kriminal. Temuan kedua adalah hubungan 
negatif antara tingkat pengangguran dan 
kriminalitas. Sebagian besar teori dan penelitian 
sebelumnya menyatakan bahwa pengangguran 
yang tinggi cenderung meningkatkan angka 
kriminalitas karena individu kehilangan 
penghasilan dan motivasi ekonomi untuk 
bertindak secara legal. Namun, penelitian ini 
menemukan sebaliknya, bahwa pengangguran 
justru berkorelasi negatif dan signifikan 
terhadap kriminalitas. Hal ini bisa dijelaskan 
oleh keberadaan faktor-faktor sosial seperti 
bantuan sosial, peran keluarga, budaya lokal 
yang kuat, serta dominasi aktivitas informal 
yang menopang kebutuhan hidup masyarakat 
tanpa keterlibatan dalam tindak kejahatan.  
 
Temuan ini memperkuat argumen bahwa 
hubungan antara pengangguran dan 
kriminalitas tidak bersifat universal dan harus 
dikaji dalam sosial-budaya masing-masing 
wilayah. Selain itu, hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kriminalitas, yang bertentangan dengan asumsi 

dalam teori disorganisasi sosial. Secara umum, 
teori tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi 
ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula 
potensi terjadinya kriminalitas. Namun, dalam 
konteks Aceh, ketimpangan yang relatif rendah 
dan peran budaya serta kontrol sosial yang kuat 
tampaknya mampu meredam potensi efek 
negatif dari ketimpangan tersebut. 
Keterbaharuan utama dari penelitian ini terletak 
pada pembuktian empiris bahwa pengaruh 
variabel ekonomi terhadap kriminalitas tidak 
selalu mengikuti pola teori klasik, terutama di 
wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi 
yang khas seperti Aceh. Dari sisi metodologis, 
penelitian ini menggunakan pendekatan regresi 
data panel dan melakukan perbandingan antara 
tiga model utama, yaitu Common Effect Model 
(CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan 
Random Effect Model (REM). Melalui 
serangkaian uji pemilihan model seperti uji 
Chow, uji LM, dan uji Hausman, diperoleh 
bahwa FEM adalah model terbaik untuk 
menganalisis data ini. Artinya, perbedaan 
karakteristik antar kabupaten/kota di Aceh 
berkontribusi signifikan terhadap variasi 
kriminalitas.  
 
Temuan ini memiliki implikasi metodologis 
penting, bahwa studi-studi mengenai 
kriminalitas sebaiknya tidak hanya 
menggunakan pendekatan agregat atau makro, 
tetapi juga perlu memperhatikan keragaman 
spasial antar wilayah. Selain itu, penggunaan uji 
Hausman dan LM memberikan pembelajaran 
bahwa pemilihan model dalam studi panel tidak 
boleh dilakukan sembarangan, karena akan 
berdampak pada validitas hasil yang diperoleh. 
Secara praktis, penelitian ini memberikan 
wawasan bagi pemerintah daerah dan pembuat 
kebijakan agar lebih berhati-hati dalam 
menafsirkan hubungan antara ekonomi dan 
kriminalitas. Misalnya, temuan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan 
kriminalitas mengindikasikan pentingnya 
strategi pembangunan yang inklusif dan merata. 
Program-program seperti penguatan ekonomi 
lokal, pemberdayaan masyarakat miskin, dan 
dukungan bagi sektor informal perlu menjadi 
bagian dari strategi pertumbuhan untuk 
meminimalkan potensi gejolak sosial. Temuan 
bahwa pengangguran tidak selalu berbanding 
lurus dengan kriminalitas juga mengisyaratkan 
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bahwa fokus kebijakan ketenagakerjaan perlu 
diarahkan tidak hanya pada jumlah pekerjaan, 
tetapi pada kualitas dan keberlanjutan pekerjaan 
itu sendiri. Pengembangan pelatihan kerja, 
peningkatan wirausaha, dan penciptaan 
lapangan kerja mandiri bisa menjadi strategi 
alternatif yang relevan. Lebih lanjut, karena 
ketimpangan pendapatan tidak signifikan dalam 
mendorong kriminalitas di Aceh, maka 
pendekatan pengendalian kriminalitas tidak 
cukup hanya mengandalkan strategi ekonomi, 
tetapi juga harus memperkuat dimensi sosial. 
Kebijakan berbasis nilai budaya lokal, peran 
keluarga, lembaga adat, dan penguatan 
solidaritas komunitas menjadi penting untuk 
diterapkan. Pemerintah daerah juga perlu 
mengadopsi pendekatan spasial dalam 
menyusun kebijakan kriminalitas, karena 
karakteristik tiap kabupaten/kota berbeda. 
Pendekatan yang terlalu umum atau seragam 
berisiko tidak efektif dan bahkan 
kontraproduktif jika diterapkan tanpa 
penyesuaian kontekstual. Selain memberikan 
pemahaman baru dalam dinamika kriminalitas, 
hasil penelitian ini juga memiliki kontribusi 
potensial dalam upaya peningkatan kualitas 
hidup masyarakat Aceh.  
 
Hal ini dimungkinkan karena faktor-faktor yang 
dianalisis seperti pertumbuhan ekonomi, 
pengangguran, dan ketimpangan pendapatan 
merupakan komponen kunci dalam 
pembangunan sosial ekonomi yang 
berkelanjutan. Pertama, temuan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dapat berdampak 
negatif jika tidak merata menjadi peringatan 
penting bagi pemerintah daerah untuk 
meninjau kembali arah kebijakan 
pembangunan. Pertumbuhan yang hanya 
terpusat di sektor atau wilayah tertentu berisiko 
memperluas jurang kesenjangan dan 
menciptakan ketegangan sosial. Oleh karena 
itu, hasil ini mendorong perlunya pendekatan 
pembangunan yang lebih adil dan inklusif, 
seperti pemberdayaan ekonomi desa, dukungan 
bagi UMKM, dan pelibatan masyarakat lokal 
dalam proses perencanaan pembangunan. Jika 
diterapkan, kebijakan ini tidak hanya 
menurunkan tingkat kriminalitas, tetapi juga 
secara langsung meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pekerjaan, layanan dasar, 
dan stabilitas sosial, yang merupakan indikator 

utama kualitas hidup. Kedua, hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa pengangguran tidak 
selalu meningkatkan kriminalitas, membuka 
ruang bagi penguatan strategi sosial yang selama 
ini mungkin terabaikan. Dukungan sosial dari 
keluarga, komunitas, serta program bantuan 
pemerintah terbukti memiliki peran penting 
dalam menjaga stabilitas sosial meskipun tingkat 
pengangguran tinggi. Dengan demikian, 
penguatan jaringan sosial dan budaya lokal yang 
kuat dapat menjadi modal sosial yang penting 
dalam memperbaiki kualitas hidup. Kebijakan 
berbasis komunitas yang mendukung ketahanan 
keluarga, solidaritas sosial, dan kegiatan 
produktif informal akan memberikan kontribusi 
nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, 
meskipun ketimpangan pendapatan tidak 
terbukti signifikan terhadap kriminalitas, hasil 
ini tetap mengindikasikan bahwa stabilitas sosial 
dapat dicapai meskipun terjadi ketimpangan 
relatif, asalkan diimbangi dengan sistem sosial 
yang kuat dan adil. Oleh karena itu, pemerintah 
tetap perlu menjaga distribusi pendapatan 
melalui sistem jaminan sosial, subsidi 
pendidikan dan kesehatan, serta penguatan 
kapasitas ekonomi kelompok rentan. Upaya ini 
akan membantu menciptakan lingkungan yang 
lebih aman, inklusif, dan berdaya saing, yang 
secara langsung meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat Aceh. 
 
Terakhir, dengan pendekatan spasial melalui 
model Fixed Effect, penelitian ini menekankan 
bahwa karakteristik tiap kabupaten/kota 
berbeda dan harus dipahami secara kontekstual. 
Dengan demikian, kebijakan pembangunan dan 
pengendalian kriminalitas harus disesuaikan 
dengan kebutuhan spesifik tiap daerah. 
Pendekatan yang adaptif ini akan memastikan 
bahwa intervensi pemerintah benar-benar 
menyentuh persoalan riil di masyarakat, 
meningkatkan efektivitas program, dan pada 
akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan 
dan kualitas hidup masyarakat secara merata. 
Penelitian ini tentunya memiliki beberapa 
keterbatasan, yaitu menggunakan data selama 
tiga tahun (2020–2022) yang relatif singkat, 
tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial 
lainnya seperti pendidikan, struktur keluarga, 
atau migrasi penduduk, serta tidak melakukan 
klasifikasi jenis kriminalitas (misalnya: 
kriminalitas ekonomi, kekerasan, narkoba). 
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Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi 
penting bagi pengambil kebijakan: 
1) Pemerintah daerah perlu memastikan 

pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan 
merata agar tidak menciptakan potensi 
konflik sosial baru. 

2) Strategi penanganan pengangguran tidak 
cukup hanya berfokus pada penciptaan 
lapangan kerja, tetapi juga memperkuat 
kohesi sosial dan budaya lokal. 

3) Distribusi pendapatan tetap perlu dipantau, 
meskipun tidak signifikan secara statistik, 
karena dalam jangka panjang bisa memicu 
keresahan sosial. 

 
 

Kesimpulan 
 
Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya 
paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan 
dinamika sosial di Aceh, di mana peningkatan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
justru berkorelasi positif dan signifikan dengan 
angka kriminalitas. Temuan ini menantang 
asumsi konvensional yang menyatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan 
menurunkan tingkat kejahatan, dan 
menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan 
ekonomi tidak disertai dengan pemerataan dan 
keadilan sosial, potensi terjadinya konflik sosial 
justru meningkat. Fenomena ini 
mengindikasikan bahwa kemajuan ekonomi 
yang tidak inklusif dapat menciptakan 
ketimpangan dan tekanan sosial baru yang pada 
gilirannya mendorong peningkatan tindakan 
kriminal. Selain itu, korelasi negatif antara 
tingkat pengangguran dan kriminalitas 
menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial seperti 
dukungan keluarga, budaya lokal, dan 
keberadaan sektor informal berperan penting 
dalam menjaga stabilitas sosial, bahkan di 
tengah tantangan ekonomi. Hal ini 
menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat 
Aceh memiliki daya lenting terhadap potensi 
kriminalitas, meskipun dalam kerangka 
ekonomi yang tampak kontradiktif. Sementara 
itu, ketimpangan pendapatan yang tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
kriminalitas memperkuat dugaan bahwa 
variabel sosial lain lebih dominan dalam 
mempengaruhi tingkat kejahatan di wilayah ini. 

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini 
menegaskan pentingnya strategi pembangunan 
yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan 
ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan, 
inklusi sosial, dan penguatan modal sosial 
masyarakat. Program-program pembangunan 
perlu diarahkan untuk memperkuat peran 
sektor informal, memperluas jangkauan bantuan 
sosial, serta mendorong partisipasi aktif 
komunitas lokal dalam perencanaan kebijakan. 
Pendekatan ini tidak hanya akan berkontribusi 
pada penurunan angka kriminalitas, tetapi juga 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara 
keseluruhan.  
 
Selanjutnya, mengingat bahwa variabel ekonomi 
belum cukup menjelaskan variasi kriminalitas 
antar wilayah, penelitian ini membuka peluang 
untuk studi lanjutan yang lebih mendalam 
terhadap faktor-faktor sosial lainnya. Variabel 
seperti tingkat pendidikan, efektivitas 
penegakan hukum, kepercayaan terhadap 
institusi, dan peran media sosial dapat menjadi 
fokus penelitian di masa depan. Selain itu, 
pendekatan spasial atau pemetaan geografis 
kejahatan dapat memberikan gambaran visual 
yang lebih presisi dalam mendukung kebijakan 
berbasis bukti (evidence-based policy). Penelitian ini 
memberikan pemahaman yang lebih holistik 
mengenai bagaimana dinamika ekonomi dan 
sosial saling berinteraksi dalam memengaruhi 
tingkat kriminalitas di Aceh, serta menawarkan 
arah kebijakan yang lebih kontekstual, 
berkeadilan, dan berkelanjutan untuk 
menciptakan masyarakat yang aman dan 
sejahtera. 
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